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PUTUSAN

Nomor 3703/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

   ِ الرّحْمَنِالرّحِيمْ اللهِّ بسِْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

         Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara cerai gugat antara:

Penggugat,  NIK xxx, tempat dan tanggal lahir,  Jakarta, 13 November

1985,  agama  Islam,  pendidikan  Diploma  IV/Strata  I,

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota

Tangerang  Selatan,  Banten  dalam  hal  ini  memberi

kuasa hukum kepada Usman, S.H., MH., Emir Kautsar,

S.H.,  Fahrudin,  S.H.,  dan  Siswo  Adi  Purnomo,  S.H.,

Advokat  dan  Konsultan  Hukum pada  Kantor  Advokat

dan Konsultan Hukum  USMAN SUWARDI  & REKAN,

alamat  kantor  di  Jalan  Kramat  Asem Nomor  5E,  RT

004,  RW 014,  Kelurahan Pancoranmas,  Kota Depok,

berdasarkan  surat  kuasa  khusus  tanggal  09  Maret

2023, terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan

register Nomor 1065/KUASA/3703/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

tanggal 14 Juli 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Pekan Baru, 14 Juni 1978,

agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata I, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang

Selatan, Banten, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  para  saksi  di  muka

sidang; 
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DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2023 telah

mengajukan  cerai  gugat  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Tigaraksa  dengan register Nomor 3703/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 14

Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah secara

sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada

tanggal  29  Maret  2014 Masehi  yang bertepatan dengan 27 Jumadil  Ula

1435 H, yang telah tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan xxx, Kota Semarang, Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor xxx;

2. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.  

3. Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum

dikaruniai anak (keturunan); 

4. Bahwa  pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada pertengkaran dan

perselisihan itu di anggap sebagai ujian dalam membina  keluarga (rumah

tangga) yang sakinah (tenteram dan bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan

rahmah (rasa kasih sayang);

5. Bahwa akan  tetapi  kehidupan  rukun  dan  damai  tersebut  tidaklah

berlangsung  lama,  karena  ternyata  sejak  tahun  2015  antara  Penggugat

dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-

menerus dan telah berlangsung sedemikian rupa sehingga bahtera rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sudah tidak mungkin,

bahkan  tidak  ada  harapan  lagi  untuk  didamaikan  serta  dipersatukan

kembali.

6.  Bahwa  pertengkaran  dan  perselisihan  yang  selama  ini  terjadi

antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan antara lain:

6.1.  Bahwa  seiring  berjalannya  waktu  perbedaan  sifat  dan

karakter  Penggugat  dan  Tergugat  semakin  jelas  berbeda  jauh,
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sehingga  menciptakan  awal  terlihatnya  kendala  dalam  berumah

tangga,  yang  lama-kelamaan  Penggugat  merasa  perbedaan

pandangan  hidup  yang  semakin  dalam  diantara  Penggugat  dan

Tergugat;

6.2.  Masalah  keuangan,  dimana  dalam  hal  ini  Tergugat  tidak

memberikan nafkah keluarga untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga

Penggugat yang harus mencukupi kebutuhan sendiri;

6.3.  Bahwa selama menjalani pernikahan, Tergugat tidak memberikan

nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sebagai istrinya;

6.4.  Bahwa  Penggugat  tidak  merasakan  kehadiran  seorang  suami

yang  seharusnya  dapat  dijadikan  sandaran,  karena  semua masalah

akhirnya harus  dipikirkan sendiri  karena merasa percuma berdiskusi

dan bertukar pikiran dengan Tergugat. Banyak juga kejadian dan fakta

yang membuat Penggugat kecewa dengan Tergugat

6.5.  Bahwa  perselisihan  akhirnya  melebar  dan  meluas  ke  semua

elemen  hubungan  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat,  seperti

masalah  sifat  yang  keras  kepala,  mau  menang  sendiri,  tidak

berjalannya hak dan kewajiban suami-istri,  serta problema hubungan

keluarga ini  meluas/  diketahui  sampai  ke keluarga besar  Penggugat

dan Tergugat.

7.  Bahwa  pada  akhirnya  Penggugat-pun  menyadari  dimana  tali

perkawinannya  dengan  Tergugat  sudah  tak  dapat  lagi  dipertahankan,

Penggugat  sudah  tak  mungkin  lagi  berharap  adanya  kemajuan  dalam

kehidupan berumah tangga ini,  Perbedaan prinsip  dan pandangan hidup

adalah  masalah  utama  hubungan  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat,

dimana  perbedaan  itu  sudah  tidak  mungkin  lagi  diubah  karena  pada

akhirnya  Penggugat  dan  Tergugat  malah  selalu  saling  menyakiti.  Oleh

sebab itu, maka apabila rumah tangga yang sudah demikian keadaannya itu

dibiarkan  terus  berlangsung  (tanpa  adanya  penyelesaian),  maka

dikhawatirkan Penggugat  dan Tergugat  akan saling menyakiti,  karenanya

jalan terbaik adalah perceraian;
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8.  Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta

pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan

Tergugat, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan

Tergugat, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39

ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974,  jo.  Pasal  19  huruf  (F)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum

Islam, yang menyatakan:

“antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dan  tidak ada harapan akan hidup rukun lagi  dalam

rumah tangga”

        Maka berdasarkan hal–hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon

kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili  perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan  thalak  satu  bain  sughro  dari  Tergugat  (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila  Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq.  Majelis  Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  Kuasa  Hukum  Penggugat yang  dihadiri  Usman,  S.H.,  telah

memperlihatkan  kartu  anggota  dan  berita  acara  sumpah  serta  surat  kuasa

khusus telah terdaftar  di  kepaniteraan Pengadilan Agama  Tigaraksa register

Nomor 1065/KUASA/3703/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 14 Juli 2023;    

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap

sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang  dan  tidak  pula

menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasa  hukumnya

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  yang  surat  panggilannya

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

karena alasan yang sah;      
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Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasihati  Penggugat  agar  bersabar

menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan

dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  tidak  dapat  didengar

jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

        Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah

mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxx,  tanggal  .. Desember

2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan  Pencatatan  Sipil  ..Kabupaten  Tangerang,  bukti  surat  tersebut  telah

diberi  meterai  cukup,  dicap  kantor  pos  dan  dicocokkan  dengan  aslinya

ternyata sesuai, bukti P.1;

 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 29 Maret 2014 dari Kantor

Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  xxx,  Kabupaten  Tangerang,  Provinsi

Banten, bukti  surat tersebut telah diberi  meterai cukup, dicap kantor pos

dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

Bahwa  selain  bukti  surat  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya

Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1..., di bawah sumpahnya di persidangan saksi tersebut memberikan

keterangan sebagai berikut:

    -   Bahwa saksi adalah ..ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat;

    - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  menikah 29 Maret

2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Semarang, Provinsi

Jawa Tengah, dan belum dikaruniai anak; 

    - Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  setelah  menikah  tinggal  bersama di

Kota Tangerang Selatan;

    - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat  tidak  rukun  sejak tahun

2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran; 
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    - Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  karena

Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  dan  batin  kepada  Penggugat,

Tergugat  keras kepala, mau menang sendiri sehingga Penggugat tidak

merasa  kehadiran  Tergugat  dijadikan  sandaran  bahkan  membuat

Penggugat kecewa; 

    -   Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ....rumah sejak Februari

2022,  Penggugat  meninggalkan  kediaman  bersama,  dan  tidak

berhubungan sebagai suami istri;   

    - Bahwa  saksi  dan  keluarga  telah  menasihati  Penggugat  agar

mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

2. Saksi  2,  di  bawah  sumpah  di  persidangan  saksi  tersebut  memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

    -   Bahwa saksi adalah .. Penggugat dan kenal Tergugat;

 

Bahwa Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan,  Penggugat  tetap

dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan; 

 Bahwa untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal

yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  ini  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  didampingi  kuasa  hukum  hadir  di

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal

26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dan  tidak  ternyata

ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum

sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan

perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan kartu

anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada
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kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tigaraksa,  maka  sesuai  dengan  ketentuan

Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

dengan demikian  telah  memenuhi  syarat  dan dapat  diterima untuk  mewakili

principalnya beracara di persidangan

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  39  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  65  dan  Pasal  82  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009  jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha

mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,

semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan

mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat

tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  Penggugat mengajukan

gugatan  cerai  terhadap  Tergugat karena  dalam rumah tangga  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran, tidak  ada  harapan  untuk  rukun  kembali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun

2015, karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan batin kepada Penggugat,

Tergugat keras kepala, mau menang sendiri sehingga Penggugat tidak merasa

kehadiran Tergugat dijadikan sandaran bahkan membuat Penggugat kecewa.

Penggugat  dan  Tergugat  pisah  ..rumah sejak  ..Maret  2023,  dan  tidak

berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan

tanggapan  Tergugat  tidak  dapat  didengar  karena  Tergugat  tidak  datang

menghadap ke persidangan;
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Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  fotokopi  (Kartu  Tanda

Penduduk) yang merupakan akta autentik dan di  nazegelen Pasal 3 ayat (1)

hurup  b  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea  Meterai dan

dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan

Penggugat  beragama  Islam  dan  bertempat  tinggal  di  Wilayah  Hukum

Pengadilan Agama Tigaraksa, memenuhi syarat materil oleh karena itu sesuai

dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini

menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

 Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P.2  berupa

fotokopi  Duplikat  Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di nazegelen Pasal 3 ayat (1)

hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah

dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-

Undang  Hukum  Perdata, maka  bukti  surat  tersebut  telah  memenuhi  syarat

formil.  Isi  bukti  P.2  tersebut  menerangkan  bahwa Penggugat  telah  menikah

dengan  Tergugat  pada  tanggal  29  Maret  2014,  relevan  dengan  dalil  yang

hendak  dibuktikan  oleh  Penggugat,  sehingga  memenuhi  syarat  materil,  dan

terbukti  bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah terikat  dalam perkawinan sah

sebagaimana ketentuan Pasal  2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus

dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa saksi  1  (satu)  dan  saksi  2  (dua)  Penggugat  telah

memenuhi  ketentuan Pasal  145 HIR, telah dewasa sesuai  Pasal  1912 KUH

Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu

persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima

sebagai alat bukti yang sah;
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Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 (satu) dan saksi 2

(dua) Penggugat, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang

yang  dekat  dengan  Penggugat,  serta telah  mendukung  dalil-dalil  gugatan

Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

sekitar  ... (tiga)  bulan,  Tergugat  meninggalkan  kediaman  bersama. Oleh

karenanya  Majelis  Hakim  menilai  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi

persyaratan  materil  saksi  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  170  HIR.,

sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

 Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2  bersesuaian dan cocok

antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang  saksi

tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  dan  saksi-saksi  Penggugat

terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 29

Maret 2014;  

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun sejak  tahun  2015

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran karena Tergugat  tidak  memberikan

nafkah dan batin kepada Penggugat, Tergugat keras kepala, mau menang

sendiri  sehingga  Penggugat  tidak  merasa  kehadiran  Tergugat  dijadikan

sandaran bahkan membuat Penggugat kecewa; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ..rumah sejak ...Maret 2023

Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak berhubungan layaknya

suami istri;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat,

namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat  tidak

pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut

menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga

Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas dapat  disimpulkan fakta hukum bahwa antara  Penggugat  dan Tergugat

terjadi  perselisihan dan pertengkaran terus  menerus dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat

dengan  Tergugat diteruskan  tidak  akan  tercapai  tujuan  perkawinan  yaitu

membentuk kehidupan rumah tangga yang  sakinah,  mawaddah dan rahmah

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan  dan  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  didasarkan  kepada

maksud  firman  Allah  SWT.  dalam  al-Qur’an  surat  al-Rum  ayat  21  yang

berbunyi:

مَوَدةًّ             بيَنْكَمُْ وَجَعَلَ إلِيَهَْا لتِسَْكنُوُا أزَْوَاجًا أنَفُْسِكمُْ مِنْ لكَمُْ خَلقََ أنَْ آياَتهِِ وَمِنْ

يتَفََكرُّونَ       لياَتٍلقَِوْمٍ ذلَكَِ فِي إنِّ وَرَحْمَةً

Artinya : ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa

kasih sayang,  sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”; 

Menimbang,  bahwa  dengan  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat tersebut,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  mempertahankan  rumah

tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan,

bahkan  justru  sebaliknya  akan  menimbulkan  kemudaratan  baik  itu  bagi

Penggugat ataupun  Tergugat,  sementara  itu  suatu  kemudaratan  harus

dihilangkan sesuai dengan qaidah fiqh:

يزال  الضّرر

Artinya : “Kemudaratan itu harus dihilangkan”.

Menimbang,  bahwa meskipun  pada  prinsipnya  perceraian  merupakan

perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan

kondisi rumah tangga  Penggugat dan Tergugat  yang demikian keadaannya,

Majelis Hakim berpendapat  bahwa perceraian merupakan jalan terbaik  yang

lebih  mengandung  kemanfaatan  dan  atau  kemaslahatan  baik  itu  bagi

Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub

dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:
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علي                تعود لمصلحة كان اذا ال وكرهه الطلّق أحل الحكيم الشارع انّ

عليهمامعا      او المرءة علي او الرّجال

Artinya : “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun

mencelanya  kecuali  perceraian  yang  mengandung  kemaslahatan

bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan  orang

dekat Penggugat,  oleh  karena  itu  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  alasan  gugatan  Penggugat untuk  bercerai  dengan  Tergugat telah

memenuhi  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam Pasal  39  ayat  (2)  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus

menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak  ada harapan akan

hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  oleh  karena  itu  gugatan  Penggugat

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan  Penggugat dan  Tergugat telah

berhubungan  sebagaimana  layaknya  suami  istri dan  berdasarkan  catatan

status  perkawinan  dalam  bukti  (P.2)  talak  Tergugat pada  Penggugat yang

dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf  a

Kompilasi  Hukum  Islam  talak  yang  dijatuhkan  tersebut  adalah  talak  bain

sughra,  oleh  karenanya  petitum  pokok  gugatan  dikabulkan  dengan

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya sembilan  puluh  hari)  karena perceraian  tersebut ba’da

dukhul sebagaimana maksud Pasal  153 ayat  (4)  dan Pasal  155  Kompilasi

Hukum Islam,  maka  pada  masa  tunggu  tersebut  Penggugat  wajib  menjaga
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dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini

sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan

Penggugat  cukup  beralasan  dan  berdasarkan  hukum,  sedangkan  Tergugat

telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai

ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,

sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009,  maka semua biaya yang timbul  akibat  dari

gugatan ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat,  ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.   Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat); 

4.  Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); 

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan

tanggal  23  Muharram  1445  Hijriah,  oleh  kami  Dra.  Hj.  Wadi  Dasmi,  M.Ag

sebagai Ketua Majelis serta Drs. Nazaruddin, M.H.I dan Dra. Hj. Asnita sebagai

hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari  itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut

serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh

Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

           Hakim Anggota                   Hakim Anggota

      Drs. Nazaruddin, M.H.I                  Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pendaftaran

Proses

Panggilan

PNBP Panggilan I

Redaksi    

Materai

J u m l a h

Rp30.000,00

Rp75.000,00

Rp32.000,00

Rp20.000,00

Rp10.000,00

Rp10.000,00

Rp177.000,00 (seratus  tujuh  puluh  tujuh

ribu rupiah);
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